
 

 

 

 
 

PERATURAN DESA CIKADUT 
 

NOMOR : 03 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PUNGUTAN DAN IURAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA CIKADUT, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksaan ketentuan undang-undang 

no 06 tahun 2014 tentang Desa dan undang-undang   12 

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan. 
 

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya 
peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat yang 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.   

 

 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara       
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
 

4. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapakali diubah,  terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas   

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5679); 
 
 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6           
Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 
 

 
 
 



 

 

 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 
 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia    
Tahun  2015 Nomor 158); 

 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10          
Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung  Tahun 2016 Nomor 10,         
Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); 

 
 

15. Peraturan Bupati  Bandung Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 11, Seri E.8); 

 
 

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2015 
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten       
Tahun 2015 Nomor 211, Seri E.8). 

 
 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKADUT 

dan 

KEPALA DESA CIKADUT 
 
 

MEMUTUSKAN 
  

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DAN IURAN DESA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Desa   ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah Desa Cikadut; 
 

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Cikadut dan BPD Cikadut; 
 

3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cikadut; 
 

4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cikadut; 
 

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cikadut; 

6. Pungutan desa adalah pembayaran kepada Pemerintah Desa atas pelayanan 
yang diberikan oleh Pemerintah Desa atau pemanfaatan kekayaan Desa oleh 

masyarakat.  
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

BAB II 
OBYEK PUNGUTAN DESA 

Pasal 2 
 

Obyek Pungutan desa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk   :   
1. Iuran sewa gedung Desa dan kursi. 

  

 

BAB III 
WAJIB PUNGUTAN DESA 

Pasal 3 
 

(1) Wajib pungutan desa adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan 
untuk membayar pungutan desa karena telah memperoleh pelayanan/Pasilitas dari 
Pemerintah Desa.  

 
(2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan 

membayar pungutan desa adalah pimpinan badan yang bersangkutan. 
 
(3) Bagi warga komplek di kenakan iuran Partisipasi Perumah / Kepala Keluarga 

sebesar Rp. 30.000 /Kepala keluarga sebagai Pendapatan asli Desa. 
 
 

BAB IV 
BESARAN PUNGUTAN DESA 

Pasal 4 
 

Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.  
 
 

BAB V 
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA 

Pasal 5 
 

(1) Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  

 
(2) Pemanfaatan hasil pungutan desa diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai 

dengan jenis pungutan desa yang bersangkutan.  
 
 

BAB VI 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

Pasal 6 
 

(1) Koordinator pelaksanaan Peraturan Desa ini ditugaskan kepada Pengelola .  
 
(2) Kepala Desa dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.  

 
 

BAB VII 
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN DESA 

Pasal 7 
 

(1) Kepala Desa dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa, 
kepada warga masyarakat desa yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.  

 
 
 
 
 
 



 

 

(2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan desa.  

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

Hal-hal yang kurang jelas dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian dengan 
keputusan kepala Desa. 

 
Pasal 10 

 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Desa Cikadut  
 

  

Ditetapkan di : CIKADUT 
Pada tanggal : 10 Januari  2017.       

 

KEPALA DESA CIKADUT 
 
 

TTD 
 

 
L I S T A T I 

 
Diundangkan  : di CIKADUT 
Pada tanggal   :  10 Januari  2017. 

 
    SEKRETARIS DESA CIKADUT 

 
 

 TTD 
 

 
              I M A N U D I N/walikota.n 
Cam..................................................) 

 

LEMBARAN DESA CIKADUT TAHUN 2017 NOMOR  03  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
LAMPIRAN PERATURAN DESA CIKADUT 
 
Nomor  :   03  Tahun 2017 
Tanggal  :  10 Januari 2017 
Tentang  :  PUNGUTAN DAN IURAN DESA 
 

    

NO JENIS PUNGUTAN/IURAN BESRANYA 
Rp. 

KET 

1 Pungutan/Iuran dari lokasi TPBU   

1.1 Kremasi 20.000/Jenazah  

1.2 Bangunan Perkuburan   

1.2.1 Bangunan Atap Beton 50.000/Bangunan  

1.2.2 Bangunan Biasa 30.000/Bangunan  

    

2 Pungutan Iuran Air Besih milik Desa   

2.1 Konsumen Kategori Mampu 20.000/Bulan  

2.2 Konsumen Kurang Mampu 10.000 s/d 15.000/Bulan  

    

3 Iuran Para Pemilik Tanah   

3.1 Pemilik Tanah Guntai 20.000/SPPT  

3.2 Pemilik Tanah Pribumi 10.000/SPPT  

3.3 Iuran Partisipasi warga Komplek  30.000/ KK  

4 Pungutan dari sumber mata air yang di 

kelola pihak swasta 

2.000.000/Tahun  

5 Sewa gedung/Kursi 5.000.000/Tahun  

 
 

   KEPALA DESA CIKADUT 
 

 

 
 TTD 

 
 

                                                                                             L I S T A T 



 

 

 


